
d, babwa berdasarlran pertimbengan sebapimana 
dimakttud pad&. huruf at huruf b, d.an huruf c ~ perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentallg Pedoman 
Penangarum Benturan Kepentingen di lingku:ngan 
Pemerintah Kabupaten Pwworejo; 

1. Paa.al 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; ; 

Mengingat 

c. behw11. dawn rangka membcrikan acuan bagi 
penyclengpra pemerintah daerah dalaJn 
memeberoi, menceph dan ~nptasi benturan 
kepentingan, perlu disusun dan diatur _pedoman 
penanganan benturan kepentingan yang ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola 
pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan 
transparan diperlukan suatu lcondisi yang bebas 
dari benturan kepentingan; 

Menimbang a. bahwa salah satu penyebe.b terjadinya korupsi, 
koJusi, dan nepotisme di Daerah adalah adanya 
benturan k.epentingan yang dilakukan oleh 
penyelenggara pcmerintah dacrah; 

BUPATI PURWOREJO, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 50 TAHUN 2016 

BUPATI PURWORBJO 
PROVIIfSI JAWA TBll'GAH 

!SALINANI 

 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud denpn: 
1. Daerah adalah Kabupal.CD Purworejo 
2. Pemerintah Daerah adaJab Bupeti sebegaj nnsur penyeleuggara 

pemerlntahan daenth yang inemimpin pelakaaoaao wuan 
pemerintahan yang menjadi kewcnangan daerah otonom. 

3. Bupati adatah Bupati Pwworejo. 
4. Perangkat Daemh, yang aclanjutnya di8ebut SKPD edelah 

Perangkat Daerab K.abupaten Purworejo. f 
2 

BABI 

KETEN'IVAN UMUM 

PasaJ 1 

BUPATI TENTANG PEDOMAN 
~ KEPENTINGAN DI 

PEMEk!NTAH KABUPAT'EN 

Menetapkau : PERATURAN 
PENANOANAN 
LIN OKUNO AN 
PURWOREJO. 

MEMlTI'USKAN: 

3. Undang-Undang Nomor 31 TahWl 1999 tentang 
Pemberantaaan Tindak Pidana Kon.lpsi (Lembaran 
Negara Republik lndoneaia Tahun 1999 Nomor 140, 
Tambahan Lcmberan Negara Republlk Indonesia 
Nomor 3874}, sebagairnana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubaban Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pembenmtaaan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembanu, Nepra Republik Indonesia 
Tabun 2001 Nomor 134, Tambeban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4150}; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lembw'an Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negllt8 Republilc Indonesia Nomor 5597) 
R"Mpirnana tel.eh diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daemh (Lembamn Negara Republilc Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmberan NegJll'1i 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara den Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 
2012 tentang Pedoman Umum Penanganan 
Benturan Kepentinga.n; 
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Tujuan ditetapkannya Peraturan Dupe.ti ini adalah: 
a. untuk menciptalam budaya pel.aya.na.n publik yang memah.ami, 

rnencegah, dan mengataai llitua.ei Benturan Kepentingan seeara 
transparan dan efiaien tanpe menguratl8i kinerja ~abat atau 
PqJ&wai yang bersanglrulan; 

b. untuk menceph terjadinya penpbaian pebiyanan publik dan 
kerugian negara.; 

c. untuk menegokken integritas; dan 
d. untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibewa. r 

Pual3 

Peraturan Bupati ini dimaksudl<an scbagai kerangka acuan bagi 
SKPO/Unit Kerja/BUMD untuk memahami, menregab, dan mengatasi 
Bentutan Kepe.ntinpn. 

5. lnspcktorat adalah lnspektorat Kabupaten Purworejo. 
6. Badan Usaha Milik Daerah, yang eelanjutnya aingkat BUMD, 

adalah Badan Uaaha Milik Oaerah yang didirikan oleh Pemerintah 
Daerah. 

7. Unit Kerja adelab unit kmja pada Perangkat Daerah, 
8. Benturan Kepcntingan adalah airualli di.roana eetiap Penyclenggara 

Pemerintah Daerah memj)jki atau patut diduga memililri 
kepentingan pribadi terhadap setiap pengunaan wewenana. 
sehingga dapat mempenpruhi kualitaa keputusan dan/ atau 
tiDdabnnya. 

9. Penyelenaz,.ra Pemerintah Datrah, yang aelaajulnya diacbut 
Penydeoggam Daerah, adaleh Bupati, Wak:il Bupati Punrortjo, 
Pimpinan BUMD, Pejabat dan Pcgawai. 

10. Pejabal adalah Pcp.wa.i Nesm Sipil Oaerah yang menduduki 
jabatan etruktural dl Ungkwlgan Pemerintah Daera.h atau Pejabe.t 
struktural BUMD. 

11. Pegawai adalah ~awai Neg,eri Sipil Daerah, Calon ~wai Negeri 
Sipil Daerah, ~wai BUMD dan pegawai yang bekerja untuk dan 
ataB coma Pemerinlah Da.erah. 

12. Ataaan Lang&Uf18 adalah pejabat yang kacena kedudukannya atau 
jabatannya membawahi langeung eeorang pegawa.i ata.u beberapa 
pegawai. 

13. GrarifikaBi adaJab pemberian dalarn arti luas, yakni berupa uang. 
banmg, rabat (ctisc«l7UI, komiai, pinjaman tanpa bunga, tiket 
perjalanan, laailitas pc:nginapan, perjalanan wi.sa.ta, pengobatan 
cu.ma-cu.ma, dan faailitaa lainnya, bwk yang diterima di dalero 
nqeri maupun di luar negeri, yang dilakubn deoga.n 
mengunakan aarana delltronik II.tau bukan .erana dektronilL 

,. 
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Jenis Benturan Kepentingan ; 
a. kcbijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ 

kctcrpntungan/pemberian Onltifikalli; 
b. pcmberian izin yang diskriminatii; (t 

Paaa.J 6 

Bagian Kedua 
Jenia Bentunm Kepentingan 

Sumber penyebab Benturan Kcpentinga.n meliputi: 
a. penyalahgunu.n wcwcnang. yaitu Pcayelenggara Daerah membuat 

keputusan atau tindakan yang tida..lt IIC8uai dengan tujuan atau 
mel.ampaw batas-beta.e pemberian wewenang yang diberikan oleh 
pcraturan pcrundang-u.odangan; 

b. perangkapan jabatan, yaitu eeorang Penyelenggara Daerah 
menduduki dua atau lebih jabatan publik tiehingga tidak biaa. 
meajalankan jabe.tannya aecara profesional, independeu clan 
akuntabel; 

c. hubungan afiliasi (pribadi, ponpn), yaitu hubungan yang dimiliki 
oleh eeorang PenY"lenBIP't'll Daerah dengan pihak tertentu ba.ik 
kan:na hubungm darah, hubungan perlmwinan maupun 
hubungan pertem.anan yang dapat mempengaruhi kcputusan.nya; 

d. Onttitikasi; 
e. keJemaban siatem orpnisam. ya.itu keadaan yang menjadi kendala 

bagi pencaPQian tqjuan pclakMoaao ke-wenangan penyelengara 
daerah yang dieebebkan lrarena atrulrtur dan budaya orpnisasi 
yang ada; dan 

f. mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok dalaro pelakaanaan 
pekerjaan. 

Bagiao Keaatu 
Bumber Benturan Kcpentingan 

Pasal 5 

BAB II 

SUMBER DAN JENlS BENTURAN KEPENTINOAN 

Ruan.g lingkup penpturan daJarn Penituran Bupat:i ini mellputi: 
a. awnber dan jcnia Bcnturan Kepentingan; 
b, penanganan Benturan Kcpentingan; 
c, monitnring dan eV1lluaai; dan 
d. pcngendalian dan pengawaaan. 

Paaal4 
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(1) Seti.ap Pejabat/Pegawai yang mene:,ilami suatu kejadian/keadeen 
Benturan Kepentingan harus melaporken ktjadian/keadaen 
tenebut kepada Atasan Lan~ung. ,Js 

[I] Penanganan Bentunm l(epentinpn pada duamya dilalcukan 
melalui pezwikan nillu, ai.atem, pribadi den ~- 

121 .Penanganan Benturan Kepcmtingan sebagai'lNlna dimakBud peda 
ayat ( ll berprinaip pe.da: 
a. mcagutamakan kepentingan publi.k; 
b, menciptakan ke~bukaan penezl811llUU1 dan penpwaean 

Benturan Kepentingall; 
c. mendorong tanggungj1"vab pribadi dsn ai.kap ketdadanan; 
d. meru:iptakan dan membina bud.aya organisasi yang tidal< 

toleran terhadap Benturan Kepentingan. 

Bagian Kedua 
Tat.a Cara Penanganan Benturan Kcpcntingan 

Passi 8 

Pa&al 7 

Bagian Kesatu 
Prinsip Dasar 

BABlll 

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 

c. pengangbtJtn pepwai berdasarkan hubungan delmt/balas 
jaaa/rekomcndasi/pengaruh dari pejabat pemerintah; 

d, pemilihan partncr/rekanan kerja berdasarkan keputuean yang 
tidak profcsaional; 

e. melaku1can komerslalisasi pelayanan publik; 
f. penggunaan uet dan !nforma-1 rahaaia untuk. kepcntingan pribad.i; 
g. menjad.i beglan dari plhak yang diawaai; 
h. melakukan penga.waaan tidak sesuai dengan nonna, standar dan 

prosedur: 
1. tne.ajadi baWllhan pihak yang dinila.i; 
j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain; 
k. melalrukan penilaisn at.as pengsruh pi.h.a.k lain; 
I. melakukan peniliuan tidak 11e5Uili norma, standar dan prosedur; 
m. menjadi bsgien dari pihak yang meroililri kepentinpn atas aesua.tu 

yang dinilai; clan 
n. pcnyelidikan clan penyidikan yang dapat merugikan piha.k te.rkait 

karena pengaruh pihak lain. 

, 
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(5) Apabila basil dari pemeriksaan scbagaimana dirnek,sud pada ayat 
/31, laporan d.inyatalcan benar, .ma.lea dalam jangka waktu paling 
lambat 2 (dua) harl kerja, keputusan dan/ atau tindekan yang 
meogandung Benturan Kepentinpn harus ditirtjau kcmball. (j 

(4) Apabila haail dari pemcri.ksaan sebegairnana dimakllud pada ayat 
(3) laporan dlnyatakan tidak benar, make keputusan dan/atau 
tindakan Pcnyelcnggara Daetah yang dilaporlcan tetap berlaku. 

(3) Hasil pemeriksaaan yang dilalmkan oleh Atasan 
l..4lngsung/Pimpinan SKPD/Unit Kcrja /BUMD sebagairnana 
dimaksud pada ayat (2} diruangkan delarn berita acara pemaik:eaan 
den disarnpeikao kepada Bupati dengan tcmbusan lcepe,cl.a. 
lnspektorat. 

(11 Laporan atau keterangan kejadian/keadaan Benturan Kcpentingan 
.cbegeiroan.a di.ma.bud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (3) d&n ayat (5) 
disampaikan dcngan melampirkan bukti-bukti tcrk.ait. 

(2) Ataaan Lanpung/Punplnan SKPO/Unit Kerja/BUMD yang 
menerima laporan kejadian/kca.daan Benturan Kepentingan 
aebapimana dirnaksud pada ayat (11 memeril<aa kebcnaran laporan 
paling lambat 3 (tip) hari lrerja aeja)c laporan dU&9aD ~rjlld.inyll 
prak!ik Bentunm Kepentingan diterima. 

(3) Setiap Pejabat/Pegawai yWlg mcngetahui adanya Benturan 
Kepentingan di lingkw1gan SKPD/Unit K.erja/BUMD, harua 
mclapor.kan lcejadian/keadaan tenlebut kepada Pimpinan 
SKPO/Unit K.erja/ BUMD. 

(4) Apabila Pimpinan SKPD/Unit Kcrja/BUMD sebegiiirnanA diroanud 
pada ayat (2) dan ayat (3) terlibat da]arn terjadmya Benturao 
Kepentingan, i:naka Pejabet/Pegilwai melaporkan kepada Bupati 
dengan tembusan kepada lnspektora.t. 

(5) Masyarakat yang rnengetahui/mengaleroi terjadinya Benturan 
Kepentingan dape.t melaporkan atau memberikan ketaangan 
adanya dugaan Benturen Kcpentingan melalui sanma pengaduan 
m.asyarakat yang ada di Inspektorat. 

Pasal 9 

(2) Apabila Ata.san Langaung sebftgeimaoe dimaksud pada ayat (1) 
terlibat dalam terjadinya Benturen Kepentingan, maka 
~abat/Pegawai mel.aporken kepada Pimpin.an SKPD/Unit 
Kerja/BUMD. 

, 
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(1) Pe~ndalian penanganan Benturan Kepentingan di setiap 
SKPD/Unit Kerja /BUMD menjadl tanggungjawab 1eluruh P'ejabat, 
Ata.san Langung dan .Pcgawai di lingkungan SKPD/Unit 
Kerja/BUMD yang benJlll1gkutan. 

(2) Pengawaaan penanganan Benturan KepcntingaD di.lakuk.a.n oleh 
lnspektorat. ,J,. 

PENGENDAIJAN DAN PENOAWASAN 

PasaJ 12 

BABV 

{2) Dalam hal berdalla!'kan hasil monitoring dan evalualli aebagairnana 
diroaksud pada ayat (1), diketahui terdapat perobaban terbadap 
basil identifibai Bentu:ran l(e,pentiopn, maka Pimpinan 
SKPO/Unit Keija/BUM.D DlCninjllu lmnbali K.epuniaeo tentang 
ldentifikaai Benturan Kepentingan aebepirnana dimaksud 
dalamPasal 10 ayat (2). 

(l} Setiap Pimpinan SKPD/Unit Kerja /BUMD melakukan monitoring 
clan evaluasi pelakaanaan identifika•i clan penanganan Benturan 
Kepentingan secara berkala dan dilaporkan kepade Bupati dengan 
tembusan kepeda !n•pektorat. 

Pasal 11 

MONITORING DAN EVALUASI 

BABfV 

f2) ldentifikasi Bentunm Kepentingan sebegaima.na dimaksud peda 
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan SKPD/Unit 
Kerja/BUMD. 

(ll Setiap SKPO/Unit kerja/BUMD mengideotifikasi Benturan 
Kepentingao •esuei dmgan lugaa dan fungsi eert.a kewenangannya. 

Paeal 10 

Bagilm Ketiga 
Identifikasi Bcntwan Kepeotinpn 
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SERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2016 NOMOR SO SERI B NOMOR 43 

Tt.d. 

TRI HANDOYO 

Diundangkan di Purworejo 
pada tanggal 2 NOTem•er 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

A.GUS BASTIAN 

Ttd. 

Ditetapkan di Purworejo 
pada tanggal 2 Ronmi..r 2016 

BUPATI PURWOREJO, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ~ diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupeti ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Purworcjo. 

Pasal 13 

KETENTUAN PENU'ruP 

BAB VI 

 


